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PER^,AIIJrAN PEMBERTAN DANA ALOKAST KHUSUS (DAKI FrSrK
RBGULAR

BIDAITG PEI{DIDII(AIT SUB BIDAI{G
PTNDIDIKAN SEKOLAII DASAR

TAIIT'N ANGGARAN 2O2O

PEI(ER^IAAN :
REIIABILITASI JAMBAN SISIITAIGURU SDN 03 KOTO PULAI

AITTARA

KUASA PEIIIGGI'NA AITGGARAIT
DENGAN

I(TPALA SEKOLAII IIPT SDIT 03 KOTO PI'LIII
Nomor : 55/IV/SWKL/DAI(-SD/DIXBUD-PS I 2A2O

Tanggal : 17 April 2O2O

Pada hart tnt Jum'at tanggal n4fuh Belr.s bulf,n Aprll tafutn Itua Rlbtt Itua hilulq Kant yang
befionda tatqan dt bquq,h tnt :

: YENDRIZAL, S. Si
Kuasa Pengguna Anggamn Kegiatan Pembaagunan/ Rehabllitasi Gedung dan

; Pengadaan tlarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Regulerf
Tahun Anggaran 2020

Alamat : Jl. H. Agus Salim - Palnan

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nelma Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Narna : IIIAZALIII,S.Pd

1. Nama

Jabatan

Jabatan
Alamat

: KEPALA SEKOLAH SDIY ()3 KGlrIO PULAI

; Ranah Ampek Hrilu Tapan

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah UPT SDN 03 KOTO
PULAI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :821.2/67l|BI<D-2OL6 tertanggal20
Desember 2016, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPT SDN 03 KOTO PULAI
Kecamatan Rana.L Ampek Hulu Tapan
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal seb"gai berikut:

a. bahwa, Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O3 antara lain mengamanatkan:
1. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah w4jib memberikan layanan dan

kemudahan, serta meqiamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi;
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Nomor : 55/M/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2O20

TatEgal : 17 April 2A2O

Pekerj,aon : Retwbilitasi janbansisun/gru SDN O3 KOTO PULAI
Kecanwlan Ranah Ampek Hulu Tapan

2. Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikar menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan

3. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan
anggar€rn pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Petuqiuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2O2O Nomor 88 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2Ot9;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaarl Republik Indonesia Nomor ll Tahun 2020 tentang
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2O;

d. bahwa, untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelaksanaaa Anggaran (DPA) f.01.1.01.O1.01.01.16.81 Tanggal 23 Maret 2O2O kegiatan
Pembangunan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK
Reguler 2O2O).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan kegiatal
dengan sebaik-bailcrya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri datam PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Matsud dan Tujuan

Petjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai bagran dari pelaksanaan program DAK
Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
untuk mendanai pekerjaan Rehabilitasi jamban siswa/guru pada UPT SDN 03 KOTO PULAI Kecamatan
Ranal. Ampek Hulu Tapan dengan tduan untuk pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan
standar nasional pendidikan.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar Tahun 2O2O yang digunakan untuk pekedaan Rehabilitasi jamban siswa/guru SDN 03
KOTO PULAI Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Peisir Selatan.
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Nomar : 55/ff/SWKL/DAK-SD/DIKBU>PS/2O2O

Tangsal : L7 April 2O2O

Pekerjmn : Relnbititasijambarlsisun/garu SDN 03 KOTOPULAI
Keumatan Ranta,h Ampek Hulu Tapan

Pasal 3

Jangka lf,aktu PeLerJaan

1' .lrogka waktu pelaksanaan ssfoageimEma dimaksud dalam Pasal 2 adatah 12O ( Seratus Dua Puluh
) Hari Kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang
Pendidikan Sekolah DasarTahun Anggaran 2O2O di rekening PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling
Iambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ?ahun Anggaran 2O2O dt rekening
PIHAK KEDUA.

Paeal 4
Hnslp - Hnsip PekerJaan

Prinsip-prinsip daiam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2O20 meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan secara swakelola dilakukan oleh P2S;
b. penerapan asas efektivitas, efrsiensi, transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 5
Tugas dan KewaJiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA
a. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan Perencanaan, sosialisasi, seleksi,

pendataan, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;

b. Menyalurkan dana dengan segera satuan pendidikan penerima DAK Bidang Pendidikan Sub
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar melalui Dinas Pendidikan dan Kebuday€Lan Kabupaten Pesisir
Selatan dengan mempertimbangkan jangka walrh: pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosiaiisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK
Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ; dan

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta men5msun pelaporan kegiatan DAK Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

2. PIHAK KEDUA
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang

Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di tingkat Satuan Pendidikan;

b. Membentuk panitia pelaksana program DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah
Dasar di tinekat Satuan Pendidikan (P2S);

c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunsannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA; dan

d. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada PIHAK PERTAMA.
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Nomor : 55/N/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PS/2O2O

TanSSal : 17April2O2O
Pekerjaon : Rehabilitasi jambansisun/gunt SDN O3 KOTO PULAI

Kecntnatatt Ranah Ampek Hulu Tapan

Pasal 6

Jumlah Dana Bantuan

1' DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2O2A yarrg
diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 22.800.000,- ( Dua puluh dua juta
delapan ratus ribu rupiah )

2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2.

Pasal 7

Pea5raluraa DAII

Pengaturan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun
Anggaran 2024. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebrgai berikut:

Nama Rekening : DAK UPT SDtt Og KgnO PULN

Nomor Rekening : 19OO g21O 14981 5

Nama Bank : CABAIYG TAPAI|

1. Penyaluran dilakukan dengan Transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun:

a. Tahap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) sebesar Rp. 5.7OO.0OO,OO ( Lima juta tqjuh ratus
ribu rupiah )

b. Tahap ll : 45Vo (Empat puluh lima perseratus) sebesar Rp. 10.260.000,OO ( Sepuluh juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah )

c. Tahap III : 3O% (Tiga puluh perseratus) sebesar Rp. 6.84O.O00,00 ( Enam juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah )

2. Penyaluran tahap pertama sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah
Perjaqjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima
dan disetujui PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

3. Kewqiiban psiak atas penggunaan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Nomar

Tanggal

Pekerjaan

: ss/ N/ gWKL/ DAK-SD/ DIKBUD-PS/ 2a2o

: 17 April 2a2O

: Rehabilita.si janban sisun/guru SDN OS KOTO PIILAI
Keannatan RanahAmpek l{ufu Topan

b.

Pasal 8

Pelaksanaaa Pekerjaaa

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hat-hal sebagai berikut:

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan Unsur Sekolah, Komite
Sekolah untuk pendidikan formal, dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian
pekerjaan sebagai bagian integral Manajemen Berbasis Sekolah;

PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik ?ahun Anggaran 2O2O int harus sesuai dengan
Petuqjuk Teknis dan Petuduk Operasional DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan

f.

menJrusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta
spesilikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan
dari perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis DAK Fisik dan petunjuk operasional
Bidang Pendidikan;

PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam Buku
Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan petunjuk operasional, baik kemqjuan
maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi / Kabupaten / Kota;

PIHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2O2A;

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak- pajak yang terkait serta
menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada Bupati Pesisir
Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan Daftar Hasil Pekerjaan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2O2O; dan

h. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2O2O yang diterimanya dari
PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pemeritsaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dapat menunjuk tim atau aparat yang berkompeten dengan program DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima
atau menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjandian dan Petunjuk
Teknis DAK Fisik serta Petunjuk Operasionat DAK Fisik Bidang Pendidikan.

d.

c.
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Nomor

Tanggal

Pekerja<m

55/ N/ SWKL/ DAK-SD/ DTKBUD-aS/ 2O2O

17 April 2O2O

Rehabilitasi jamban sisun/ guru SDN O3 KaTO PLIIAI
KeumaTan Ranrr:,h Ampek Hulu Tapan

1.

Pasal 1O

Keadaan Memaksa

Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) y€rng sec€rra langsung mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan
memaksa/kahar (Force Majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari
pihak berwenang.

Keadaan memaksalkahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan
manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang termasuk kategori keadaaa kahar adalah peper€rngan, kerusuhan, revolusi, bencala
alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi
yang berwenang.

Pasal 11

Sisa Dana

Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk
menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetqjuan PII{AK PERTAMA.

Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume
atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah

Pasal 12

Pertanggurgiawaban
PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungiawabkan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2A2O yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, diiampiri antara lain:

1. Berita Acara Serah Terima;

2. Bukti pertanggungiawaban keuangan;

3. Bukti tekeis pekerjaan.

Pasal 13

Panduan Pelaksanaan
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik berikut
Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan
dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

2.

3.

1.

2.



Nomor

Tanggal

Pekerjonn
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: Rehabilitasijambansi.*oa,/guru SDN O3 KOTO PtlIA,I
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Pasal 14

Saatsi
PARA PIHAK yang tidak memenuhi perjaqiian ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 15
Pernyataaa dan Jaminan Pafa Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta
dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang
menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk
melaksanakannya.

Pasal 16

Peautup
i. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua)yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

2. Perja4jian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat peg'anjian ini.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTATIA,

SITHEIYDRI. S Pd. U. Si
NrP. 19670723 t99512 | OO7

Diketahui Oleh,

Kepala Dinas Peadidikan dan Kebudalraan
Kabupaten Pesisir Selatan

W

PIIIAI( KEDUA,

DINA\ PEM)II)II6N
ItAl.l l(ftlt,l)AYtu\N

20aat2 t oo2


